
BUPATI TANA TORA'A
PROVINSI SULAWESI SELATN{

PERATURAN BI'PATI TANA TORA^'A
NOMOR 25TAHUN 2015

TENTANG

PENDELDGASIAN KEWENANGAN PELAITSANAAN IZIN USAIIA
MIKRO DAN KECIL DARI BT'PATI KEPADA CAMAT

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAI{ YANG MAIIA ESA

BI,PATI TANA TORT"'4,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa-l 4 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha

Mikro dan Kecil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan

Kecil dari Bupati kepada Camat;

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

r8221;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4855);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523aI;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
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Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana telai diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undaag Nomor 9
Tahun 2O15 tentang perubahan kedua atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g,
Tambahan l.embaraa Negara Republik Indonesia Nomor
s679);

6. Peraturan pemerintah Nomor l7 Tahun 20 l3 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20Og tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

7. Peraluran Presiden Nomor g7 Tahun 2Ol4 tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturaR perundang_Undangan (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahnn 2Ol4 Nomor 199);

8 Peraturan Presiden Nomor 9g Tahun 20 14 tentang
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 222);

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 20 14

tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g3 Tahun 2O14
tentang pedoman pemberian Isin Usahaa Mikro dan Kecil
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1gl4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqia Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerinta-h Daerah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor I



Menetapkan
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Tahun 2012 tentang perubahan Atas peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 20O8 tentang pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan,

Kelurahan, dan kmbang dalam Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BT'PATI TEI{TNIG PEI|DELDOASIAN

I(EWENANGAIT PELAI(SANAAN IZIN USAHA MIKRO DAI{

I(ECIL DARI BUPATT TAIIA TORA.'A I(EPADA CAUAT.

BAB I
XETENTUAN T'DII'M

Passl 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana

Toraja.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan

pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan.

5. Pelimpahan Urusan Pemerintah adalah pendelegasian atau

penyerahan urusan Bupati kepada Camat untuk memberikan

perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,

penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan

data dan informasi, dan kewetrangan lain yang dilimpahkan

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

Usaha Mikro.
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7 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukar
usaha yang bukan caba 

oleh orang Perorarlgian atau bada.
ng perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung mauptrn tidak langsung
dari Usaha Menenga-h atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil.
Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada
seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk
izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB tr
RUAJTG LIISGKT'P KTDI'DUI .I{

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan dalam peraturan Bupati ini meliputi
pemberian izinm Usaha Mikro dan Kecil.

Pasel 3

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebogai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAA III
PEIYDELEGASIAI| IISWENAXGAN

Pasal 4

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebaqai
pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAA IV

PETBIITAAIf DAIT PEI| GEITI'ALIAI|

Pagal 5

(l) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraErn urusan pemerintahan yang ditimpahkan

kepada Camat sesUai dengan peratUran perUndang-

undangan.
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(2) Bupati melaksanal<an pem
pada ayat (1) dapat menu
Ketua pelaksana yang
Perangkat daerah
dilimpahkan kepada 

":*. 

urusan pemerintahan yang

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuksosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan petatihan teknistentang no[na, standar, prosedur dan kriteria urusanpemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ataspenyelenggaraan urusall pemerintahan yang dilimpahkan

kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasrl 6

(1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi
terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup :

a. Penyelengaraan sebagian urusan pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Camat;

b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
c. Penyelengaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada

Camat.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan
kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paeal 7

Dalam hal tertentu dan/ atau Carnat dianggap tidak mampu
melaksanakal urusan pendelegasian kewenangan sebagaimana

d.imaksud Pasal 4 dan sesuai hasil evaiuasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Bupati dapat menarik kembali

urusan pendelegasian kewenangan.



Pendanaan

kewenangan

Anggaran

Toraja.
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BAA V
PEITDAITAAN

PamI 8

tugas Camat dalam
yang dilimpahkan

Pendapahn dan Behnja

penyelenggaraan petmpahan
dari Bupati, bersumber dari

Daerah Kabupaten Tana

BAB VI
XETEIYTUAIY PEIYUTI'P

Pasal 9

v- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk
Peraturan Bupati ini dens,,, ;"-::::__lTT 

pengundangan

Kabupaten Tana Toraja. 

Igan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 11 Se;ternler 2G1!

BI'PATI TAICA TORA"'A,

THEOFILUS ALLORERT'NG

Diundangkan di Makale

pada tarr 11 $c1'tclbcr 2C1!

SEKRE S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

S KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 25


